
BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SEI,ATAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR 1I TAHUN 2O2O

TENTANG

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

c.

BUPATI TAPIN,

bahwa berdasarkan data dari Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Tapin, kasus perkawinan pada

usia anak di Kabupaten Tapin masih cukup

tinggi, sehingga sebagai langkah pencegahan atas

dampak negatif dari perkawinan pada usia anak,

maka dipandang perlu mengatur Pencegahan

Perkawinan Anak;

bahwa Pencegahan Perkawinan Anak

sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas

dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan

Kebijakan dan Program Pengembangan

Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tapin

sesuai dengan ketentrran peraturan perundang-

undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang

Pencegahan Perkawinan Anak;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

Daeratr Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II

Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3019), sebagaimana telatr diubah dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 186,

Tambatran Irmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6aOLl;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 1979 Nomor 32, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

31a3);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun L999 Nomor 165, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang

Perlindungan Anak (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

42351, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Talrun 2OO2 tentang Perlindungan Anak

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OL+ Nomor 297, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5606);

3.

4.

5.

{r
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahut 2OO4 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OA4 Nomor 95, Tambahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4+l9l;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2AO9 tentang

Kesehatan (I,embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 744, Tambahan l*mbarart

Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2OO9 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO9 Nomor 161, Tambahan kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5O8O);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tatrun 2O!4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2ALS tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e\;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL+ tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

/o
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1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun L975

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tatrun 1974 tentang Perkawinan (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor

12, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3050);

12. Perattrran Pemerintah Nomor 6l Tahun 2Ol4

tentang Kesehatan Reproduksi Wanita (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

L69, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5559);

l-3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7

tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor L2 Tahun 2OL9

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 63221;

15. Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tatrun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah, sebagaimana telah diubatr beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2oll tentang Pembahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tatrun zOLl Nomor 310);

/r
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16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman

Pelaksanaan Perlindungan Perernpuan;

17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan

Nomor 3 Tahun 2OOB tentang Pedoman

Pelaksarraan Perlindungan Anak;

18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11

Tahun 201 1 tentang Kebijakan Pengembangan

KabupateflKota Layak Anak (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 168);

19. Peraturan Menteri Negara PemberdayaarL

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12

Tahun 2OlL tentang Indikator Kabupaten/Kota

Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 169);

2O. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13

Tahun 2OLl tentang Panduan Pengembangan

Kabupaten/Kota I"ayak Anak (Berita Negara

Republik Indonesia Tatrun 2011 Nomor LTOI;

21. Peratrrran Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01

Tahun 2OLS tentang Penyelenggaraan

Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2015 Nomor O1);

22.Peratrxar: Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02

Tahun 2015 tentang Perlindungan dan

Pemberdaya€rn Perempuan (Lembaran Daerah

Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor O2);
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23. Peraturan Daeratr Kabupaten Tapin Nomor 09

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembarart

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor O9),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2Ot9

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang

Pembentrrkan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2OL9 Nomor 10);

24. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas

dan Ftrngsi serta Tata Kerja Peranglat Daerah

Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2016 Nomor 2511, sebagaimana telah

diubah beberapa ka1i, terakhir dengan Peraturan

Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2OLB tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin

Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata

Keda Perangkat Daerah KabupatenTapin (Berita

Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2Ot8 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TAPIN

PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.

TENTANG
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4.

5.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daeratr adalatr Kabupaten Tapin.

2- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintatr Daeratr yang memimpin

pelaksanaan urusEul pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Tapin.

Sekretaris Daerah adalatr Sekretaris Daeratr Kabupaten

Tapin.

Perangkat Daerah adalah unsur pembanhr Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraarl urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pencegatran Perkawinan Anak adalah rrpaya yang berupa

keb[iakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya

lainnya yang dilaf<ukan oleh Pemerintatr Daerah,

masyarakat, orang ttra, anak, dan semua pemangfuu

kepentingan dalam rangka mencegalr terjadinya perwakinan

pada usia anak dan menunrnkan ang[a pennrakinan pada

usia anak di daerah.

7. Perkawinan Pada Usia Anak adalatr pernikahan yang

dilatcukarr antara seorang pria derrgan seorang

warrita yang salah satrr atau kedtranya belrrm bertrsia 18

(delapan belas) tatrun.

a. Perkawinan adalatr ikatan lahir batin arrtara seorErng pria

dengan sesorang wanita sebagai suami istri derrgan ftrjuart

memberrtuk keluarga atam rumatr tangga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketutranan Yang Maha Esa.

9. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh

hakim r-rnhrk memberikan i^n,bagi pria yang belum benrsia

19 (sembilan belas) ta-trun dan wanita yang belum berlsia
16 (enam belas) tahr:n untuk melangsungftan perkawinan.

6.

d-
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10. Psikolog Anak adalatr seorang ahli dalam bidang praktek

psikologi, yang mempela$ari tingkah laku dan proses mental

anak sehingga dapat melayarri konsultasi psikologi bagi

anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait

dengan psikologi anak.

1 1. Konselor atau Pembimbing adalatr seorang yang mempurryai

keatrlian dalam melalnrkan konseling atau perrytrluhan

sestrai dengan kebututran anak.

12. Perlindungan Anak adalatr segala tindakan pencegatran,

pelayanan dan pemberdayaana untrrk melindungi dan

menjamin hak-hak anak dari tindak kekerasan.

13- Pemberdayaan adalah prioses, @ra, upaya memberikan

kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar

menjadi lebih berdaya.

14. Orang T\ra adalatr ayah dan/atau ibu kandung, atau

ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

15- Masyarakat adalah perseorangan, kehrarga, kelompok, dan

orgarrisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

16. Pemangtm Kepentingan adalatr Pemerintatr, Pemerintah

Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga

swadaya masyarakat, duaia usatra serta semua pihak yang

secara langsung atatr tidak langsung melaksanakan

kebiiakan program, kegiatan dalam rangka mencegatr

pernikatran pada usia anak.

17. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindr-rngan Perempuan dan

Anak yang selarrjutrya disinglat P2TP2A adalah lembaga

fungsional yarrg menyelenggarakan pelayanan terpadu dan

terintegrasi bagi perempu€llx dan anak korban tindak

kekerasan meliputi pengaduan, perrdampingan, rujukart

kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling

psikologis, bantuan hukrrm, pemulangan dan reintegrasi-

18. Pusat Pembelajaran Keluarga yang selanjutnya disingkat

PUSPAGA adalah lembaga atau tempat pembelajaran

bag orang tua untuk meningkatkan kualitas rnenuju

kehidupan sej ahtera dan ketahalaala keluarga.

(,
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19. kmbaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang

selanjutrya disebut LK3 adalah lembaga atam organisasi

yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi,

pemberian/penyebarluasan informasi, peniang!<aman,

perlindr:ng€ui., pendampingan dan pemberdayaan keluarga

secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga

pelayanan lain yang mampu. memecatrkan masalahnya.

20. Kabupaten l,ayak Anak yang selanjutrya disingkat dengan

KLA adalatr daeratr yang merrpunyai sistem

pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian

komitrrren dan sumber daya pemerintatr, masyarakat dan

dunia usaha yang terencana secara menyelunrh dan

berkelanjutan dalam kebliakan, program dan kegiatart

untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

21. Gugus T\rgas KLA adalatr Tim yang dibentuk Pemerintatr

Daeratr dalam rangka melaksanakan Kebitjakan Kabupaten

Layak Anak.

22. Fon:rm Anak adalah wadatr partisipasi anak dalam

pembangunan yang anggotarrya terdiri dari penvakilan

anak dari lembaga atam kelompok kegiatan anak atau

organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintatran,

yang di bina oleh Pemerintatr Daeratr yang mempunyai

tr{'uan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan

kewag'iban anak, media komr-rrikasi organisasi anak,

mer{embatani pemenu}ran hak partisrpasi anak, sarana

pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan

media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenrfiinya

hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat dan berbangsa.

23- Kekerasarr. adalatr setiap perbuatan yang berakibat atau

dapat mengakibatkan kesengsaraan atam penderitaan baik

fi.sik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.

f,r
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24. Kekerasan Dalam Rumatr Tangga yang selanjuteya

dising[<at KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang

terutama perempu€rn, yang berakibat timbulnya

kesengsaraan atau penderitaan secara frsik, seksual,

psikologis, dan/atau penelantaran rrrmalr tangga termasuk

ancaman rrltuk melakukarr perbuatal, pemaksaerrl-, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hd<uJrr dalam

lingkup rumatr tangga.

25. Rerrcana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anakyang

selanjutnya disingkat RAD PPA adalah dokumen rencana

program dan kegiatan yang akan dilatnrkan oleh semua

pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan

perkawinan pada usia artak, perrdarrpingan, rehabilitasi dan

pemberdayaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan perkawinan anak yaitu:

a. nondiskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagt anak;

c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup,

perkembangan dan penghargaan terhadap

pendapat anak;

d. partisipasi; dart

e. pemberdayaan.

T\.rjuan pencegahan perkawinan anak yaitu untuk:
a.. mewrrjudkan perlindungan anak dan menjamin

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai

harkat dan martabat kemanusiaan;

b. mewtrjudkan peran serta Pemerintah Daerah,

masyarakat, orang tLla, anak dan pihak yang

berkepentingan dalam mence

anak;

(1)

(21

,

irdr
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c. mewrrjudkan keluarga yang harmonis;

d. meningkatkan kesejatrteraan dan hralitas hidup ibu

dan anak;

e. mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak

termasuk perdagangan anak;

f. mencegatr terjadinya tindakan KDRT;

g. mencegah putrrs sekolah;

h. menr-rrunkan angka kemiskinan; dan

i. rnentlrunkan angka kematian ibu dan bayt.

BAB III

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Pasal 3

Pencegatran perkawinan anak dilakukan oleh:

a, Pemerintah Daerah;

b. orangtua;

c. anak;
d. masyarakat; dan

e. pemangku kepentingan.

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumrlskan dan

melaksanakan kebijakan dalam upaya pencegahan

perkawinan anak dengan mensinergrkan kebijakan

mewujudkan KLA dengan mempertimbangkan kearifan

lokal serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak-

(1) Kebijakan Pemerintah Daeratr sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan kegangan daeratr,

sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintatr

Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
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(1)

Pasal 5

Orang tua berkewajiban untuk mencegatr terjadinya

perkawinan pada usia anak dengan cara:

a. memberikan pendidikan keagamaan;

b. memberikan pendidikan karakter;

c. memberikan penanam€rn nilai budi pekerti dan budaya;

dan

d. pendidikan kesehatan reproduksi.

Orang trra berkewajiban untuk melakukan pembinaan,

pengasuhan, bimbingan, pengawasan dan perlindungan

anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

Pasal 6

Setiap anak berperan dalam rnelakukan upaya pencegahan

perkawinan anak dengan cara antara lain:

a. mengamalkan ibadah sesuai ajaran agafi:a:rya;

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangl teman;

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

d. mengikuti wqiib belajar 12 (dua belas) tatrun; dan

e. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 7

Kewajiban masyarakat dan pemangku kepentingan dalam

upaya pencegahan perkawinan anak dilaksanakan dengan

melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi

kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Masyarakat meliputi peror€rngan, keluarga, kelomPok,

organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat,

organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan

diberikan kesempatan selrras-ltrasnya untuk berperan aktif
dalam progr€rm dan kegiatan pencegahan perkawinan

anak mulai dari proses perencElnaan, pelaksanaala,

pengawasan, pemantarran, dan evaluasi.

12)

(1)

(21
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Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajibart

berperan serta dan/atau berpartisipasi aktif dalam

mencegatr perkawinan pada usia anak secara perseorangan

dan/ atau kelompok.

Peran masyarakat dapat dilakukan oleh perseorangan,

lembaga perlindung€rn anak, lembaga kesejahteraan sosial,

organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan,

media masa, dan dunia trsaha.

Peran masyarakat dilakukan dengal cara antara lain:

a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi

terkait peraturan perundang-undangan mengenai anak;

b. memberikan masukan dalam perumu.san kebiiakan

yang terkait upaya pencegatran perkawinan anak;

c. melaporkan kepada pihak berwenang jika tedadi

pemaksaan perkawinan pada usia anak;

d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi

sosial bagr anak yallg menikah pada usia anak;

e. peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga

pemerhati anak antara lain Gugus T\rgas KLA, P2TP2A,

PUSPAGA, dan LK3;

f. masyarakat dapat merryelenggarakan kesepakatan

bersama dan/atau deklarasi pencegatran perkawinan anak

bersama dengan Pemerintah Daeratr dan selunrh

pemangl,<u kepentingan; dan

g. peran serta masyarakat dalam pencegatran perkawinan

anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik

bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

(3)

(4)

ts)
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BAB IV

PENGUATAN KELEMBAGMN

Pasal 8

(1) Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan

perkawinan anak dilaksanakan melalui kerjasarna dan

koordinasi 2 (dua) atam lebih lembaga sebagai berikut:

a. Gugus Tugas KLA;

b. Sekolah dan/atau lembaga pendidikan;

Forum Anak;

P2TP2A;

LK3;

Karang Taruna;

TP.PKK;

Organis asi kemasyarakatan ;

Organisasi perempuan; dan

lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak

dan perlindungan anak.

Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk

sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan

serta sinergi program.

Koordinasi pencegahan perkawinan anak melibatkan

selurtrh pemangku kepentingan di daerah.

Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan dalarn rangka mensinergrkan progrElm dan

meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB V

UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 9

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagt anak yang

melakukan perkawinan pada usia arl.ak, dan bagi orang trra,

keluarga serta masyarakat dilakukan deng€rn c€rra antara lain:

a. orang ttra yang akan memohonkan dispensasi perkawinan

bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog

anak atau konselor demi kepentingan terbaik bag anak;

(2t

(3)

(4)
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b.

c.

layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh

Pemerintatr, Pemerintatr Daerah dan masyarakat atau

melalui PzTPzA, PUSPAGA dan LKS;

orang tua yang akan memohonkan dispensasi perkawinal

bag, anakrrya, berkewajiban melakukal pemeriksaan

kesehatan di rlmah sakit atau hrsat Kesehatan

Masyarakat;

P2TP2A, PUSPAGA dan LKg melakukan upaya

pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui

kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum

permohonan dispensasi perkawinan pada usia anak

dilakukan;
P2TP{}A, PUSPAGA dan LK3 menyediakan layanan psikolog

anak atau konselor;

apabila P2TPZA, PUSPAGA dan LK3 belum bisa

menyediakan layanan psikolog anak atau konselor

sebagaimana hurtf e, maka dapat diraljuk ke lembaga

layanan terkait yang kompeten; dan

Pemerintah Daerah wajib memenuhi hak anak mengikuti

wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal LO

Setiap orang yang melihat, mengetahrri dan/atau

mendengar adanya pemaksaan perkawinan pada usia

anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung

atau tidak langsung.

l2l Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan

perkawinan pada usia anak, dapat menyampaikart

penga.duan secara langsung atau tidak langsung.

(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) ditujukan kepada P2TP2A, PUSPAGA dan LK3 dengan

menyertakan identitas.

d.

e.

k.

(l)



(1)
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(4) P2TP2A, PUSPAGA dan LK3 berkewqjiban menindaklanjuti

pengaduan sesuai Standar Pelayanan Minimal yang

berlaku.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 1 1

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan

perkawinan anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak.

Datam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

program dan kegiatan pencegatran perkawinan anak,

Pemerintah Daerah membangun Sistem Pemantauan dan

Evaluasi yang terpadu.

Pemerintatr Daerah dalam melakukan pemantauan dan

evaluasi serta melr5rusun laporan pelaksanaan kegiatan

pencegahan perkawinan anak dilakukan Secara berkala

dan berjenjang dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan

Desa/Kelurahan.

BAB VIII

PEMBTAYMN

Pasal 12

Pembiayaan program dan kegiatan pencegatran

perkawinan anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daeratr dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat-

(21 Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan

perkawinan anak yatxg dilakukan oleh Pemerintah Desa

dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa dan srrmber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3)

(U
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan

Perahrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.

4

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal *!+ d,,r:Ll- ..a',)"

I
BUPATT TAPIN, T

Diundangkan di Rantau \
pada tanggal r{ 6pril 2O2O

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

BERITA

TAPIN,

KABUPATEN TAPIN TAHUN 2O2O NOMOR ?f

'>-"?-
M. ARIFIN ARPAN

IANSYAH


